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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan momok bagi sebagian besar orang, Karena adanya 

ketentuao-ketentuao dan peraturan yang sifatnya memaksa maka mereka 

akhimya mau untuk membayar pajak. Kesadaran warga negara untuk 

membayar pajak akan memberikao pengaruh yang signifikan pada 

bexjalannya roda pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaao 

negara, pajak juga bertujuao untuk menumbuhkan dan membina kesadaran 

serta taoggung jawab wargaoya. Hal ini karena pemungutan pajak pada 

dasamya merupa.kan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara 

membiayai keperluao negara dalam rangka pembangunan nasional. 

Salah � pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan 

(PPh) yairu pajak yang dikenakan atas pertambahan kemampuao ekooomi 

dalam bentuk apapun yang dihasilkao oleh semua orang yang memiliki 

penghasilao. Khusus mengenai PPh pasal 21, sistem perpajakannya ada lab 

Undang-Undaog No 7 I tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali 

perubahan dan kemudiao adalah Undaog-Undang No 17 I Th 2000 dan 

terakhir Undang-Undang No 36 I Th 2008. 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakao pajak penghasilao yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaj� upah, hononarium, tunjangan, 

pensiun, dan pembayarao lain dengao nama dan bentuk apapun sehubungan 
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dengan pekeljaan atau 

pribadi dalam negeri. 

2 

pajak orang 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh 

pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana 

pensiun, yayasan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. 

Seiring telah terbitnya Undang-Undang Perpajakan baru, sampai saat ini 

masih banyak kesalahan yang dilakukan wajib pajak karena lrurangnya 

pemahaman mengenai Undang-Undang baru tersebut dan banyaknya 

perubahan aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 mulai tallUn pajak 

2009 antara lain adalah Biaya Jabatan, PTKP, dan tarifpajak. 

Dalam hal ini PT Jasa Konstruksi Mandiri Medan, melakukan 

penghitungan, pemoto ngan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan 

dengan imbalan pekerjaan atau jasa dari kegiatan yang diterima wajib pajak 

yang dipptong atau dipungut Pajak Penghasilan diantaranya pajak 

Penghasilan (PPh) 21. 

Mengingat tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status 

pegawai yang berbeda-beda maka dapat memungkinkan teljadinya kesalahan 

dan kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sehiogga tidak jarang harus 

membayar denda administtasi perpajakan karena keterlambatan dan 

kekeliruan dldalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan disetor 

ke kas negara. 
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